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PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

2o s %
P i3
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di SEMULA bertempat
tinggal bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 010 RW 002, Desa
Sukanagara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten, Namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor :
470/Ds.Skn/VI11/2020, tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan
oleh Kantor Desa Sukanagara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten, SEKARANG tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia
(Ghoib),, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tgrs,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 3244/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah

melangsungkan pernikahan pada tangga 10 agustus 2007 dihadapan

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa,

Kabupaten Tangeraang, Provinsi Banten, Sebagaimana Terbukti

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx

2. /Kua.28.03.10/PW.01/07/2020, Tertanggal 07 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga
terakhir tinggal di Kp. Babakan RT 010 RW 002, Desa Sukanagara, Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia
keturunan sebanyak 1 anak, yang bernama :
Anak , laki-laki, Umur 12 Tahun;
4, Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
harmonis, namun kurang lebih sejak juni 2014 kehidupan rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal
sebagaiberikut:

a. Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab; ;
b. Termohon tidak patut terhadap Pemohon;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan  Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada juli 2014
dimanaTermohon keluar dari rumah. Antara Pemohon dengan Termohon sudah
pisah rumahdan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi,
Termohon sudah tidak pernah kembali kepadaPemohon, serta Termohon tidak
pernah memberikan kabar baik kepada Pemohon. Bahkan sekarang Termohon
sudah tidak diketahui tempat kediamannya baik di dalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tempat kediaman Termohon,
tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat
dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah
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tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat
terwujud lagi;

8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah
tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini
dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama TigaraksaCq.Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai
berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap
Termohon

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:
AtauapabilaMajelis Hakim berpendapat lain mohonkeputusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
menurut relaas panggilan nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal ...............
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. dan tanggal ............ telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannnya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya
dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa:

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :
1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi ll, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru
(Pengajar), bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada
pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan
apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian,
Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon
agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal
31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun
1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
danperubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan
tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwaperkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon
yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di
wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49
ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Unang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolute menjadi
kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan
Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada
posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah
sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus
dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon
dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak

terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah
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hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut
bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnyaTermohon di
persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil
permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar
dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk
mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan
dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
.......................................... , sehingga akibatnya hubungan antara
Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan
pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak
.................... dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik
antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya kedua orang saksi
dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta
keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu
dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan
Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi,
oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim
telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang

berkepanjangan sejak ................coeeinnnnn. ;
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Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon
tersebut karena ..., ;
Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak ................. sampai
sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar
rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Majlis Hakim mengemukakan doktrin pakar hukum
Islam sebagaimana termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith
Thalaaq Juz | halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:

cloYs wlai lgwd gais pls pazs)ll 8Lz wolaiai pu JMa) Lol MYzl 289
ol Gle @Sy 0f olize SLaiwdl OY To) e o 8800zl alas | quai cuzg
allaell 7, ol Iang usell padl Guz el

“Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat
keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak
melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka
permohonan Pemohon patutdikabulkan dengan verstek sebagaimana

ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

3.1
Mut'ah berupa uang sebesar Rp. .............cc.ee. 00 (o, );

3.2.
Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar
RP. o 100 (cevieiieeiiie e );

yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3.3. Nafkah anak yang bernama .........ccoccciiinennnnne. sejumlah
Rp. oo, (v, ) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan
Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa
atau mandiri;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 566000, ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 27 November
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami
Drs. Darwin S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dan Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Zubaedah,
S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa

hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Darwin S.H., M.Sy
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. Drs. Ahmad Nur, M.H.
Penitera Pengganti,

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp425.000,00

4, Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi  : Rp10.000,00

1. Biaya Meterai : Rp6.000,00
Jumlah :Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu,00 rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 3244/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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